
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR    42    TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah  Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN 



 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia  Tahun 2006  Nomor  25, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010 tentang  Standar  

Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Tahun 2010  Nomor 123,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor 5165); 

11. Peraturan   Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006  tentang  

Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana telah diubah  

dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun     

2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14  

Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 

Anggaran 2011  (Lembaran Daerah Provinsi Daerah  Istimewa  

Yogyakarta  Tahun 2010 Nomor  14 )  sebagaimana telah  diubah  

dengan Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta   

Nomor  9 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  

Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  14 Tahun 2010 tentang  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  

Anggaran  2011  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa 

Yogyakarta Tahun  2011  Nomor  9); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN      

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN    

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN  ANGGARAN  2011. 



 

 

 

 

 

Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.   867.112.885.352,87  

b. Dana Perimbangan Rp.   722.339.653.053,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.     15.458.293.000,00  

 

Jumlah Realisasi Pendapatan  Rp. 1.604.910.831.405,87 

 

2. Belanja 

 1) Belanja Tidak Langsung               

  1) Belanja Pegawai            Rp.   414.966.135.024,00 

  2) Belanja Bunga            Rp.                            0,00 

  3) Belanja Subsidi            Rp.         0,00 

  4) Belanja Hibah            Rp.     17.578.561.700,00 

  5) Belanja Bantuan Sosial        Rp.   114.820.604.720,00 

  6) Belanja Bagi Hasil         Rp.   268.047.340.000,00 

  7) Belanja Bantuan Keuangan       Rp.   145.929.020.362,00 

  8) Belanja Tak Terduga           Rp.            23.248.882,00 

 

  

   Rp.     961.364.910.688,00 

2) Belanja  Langsung               

  1) Belanja Pegawai             Rp.      83.786.456.016,00 

  2) Belanja Barang dan Jasa         Rp.    374.323.534.963,00 

  3) Belanja Modal         Rp.    142.793.832.978,00 

   

     Rp.   600.903.823.957,00 

 

Jumlah Realisasi Belanja   Rp.1.562.268.734.645,00 

 

Surplus/Defisit    Rp.     42.642.096.760,87 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan    Rp.   254.231.963.782,36 

b. Pengeluaran    Rp.     27.344.846.900,00 

  

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.    226.887.116.882,36 

   

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan  Rp.    269.529.213.643,23 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum     

dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 



Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 dirinci  lebih 

lanjut  ke dalam  Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 tercantum 

dalam  Lampiran  II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

 pada tanggal 30 JULI 2012 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 30 JULI 2012 

PLT. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN  2012  NOMOR 42 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


